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Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu.  

Hebatkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus 

menerimamu. 
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Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kelurahan Terhadap Kinerja Pelayanan 

Publik Di Kelurahan Oi Mbo Kota Bima Tahun 2020 

Oleh :  

Muhammad Phalevy 

 

ABSTRAK 

 

Pemekaran Wilayah merupakan sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat 

untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran 

daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu 

kunci dari keberhasilan dari Otonomi Daerah.Penelitian ini bertujuan Untuk 

mengetahui dan menganalisis hasil evaluasi kebijakan pemekaran wilayah  

Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. mengetahui dan menganalisis faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik melalui kebijakan pemekaran 

Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. Jenis penelitian menggunakan metode dekriptif 

kualitatif, dengan memperoleh data-data melalui wawancara, observasi ,dan 

dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah menggunakan purpove 

sampling yaitu salah satu tekhnik pengambilan sampel secara sengaja karena 

sudah menentukan sumber informan sesuai keinginan peneliti.  

hasil penelitian ini menunjukan Penyelenggaraan pelayanan publik setelah 

pemekaran lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kelurahan oi mbo mekar antara 

lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan 

yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, 

biaya yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

.  

Kata Kunci : Evaluasi, Pemekaran kelurahan, Pelayanan Publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

diberlakukan, beberapa wilayah yang ada di Indonesia mengajukan diri 

sebagai daerah otonom baru guna mendapatkan kekuatan lebih terkait 

menangani pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Pembentukan 

daerah otonom baru atau yang disebut pemekaran daerah memungkinkan 

daerah menguasai sumber daya nasional yang ada di daerahnya sendiri. Pasal 

10 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengelola keuangan negaranya sesuai dengan undang-

undang. Selain itu, daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dan keinginan masyarakatnya terkait 

dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, otonomi 

daerah memberi daerah kekuasaan menentukan kebijakan serta keuangan dan 

bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah untuk 

memperkuat koherensi sosial antara politik dan masyarakat. 

Bentuk upaya pemerintah terkait pemekaran wilayah sebagai 

perwujudan untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan. 

Ekspansi regional juga serta kemandirian daerah diharapkan sebagai salah satu 

kunci keberhasilan otonomi daerah. Pemekaran daerah dipandang sebagai 

terobosan dalam percepatan pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan 
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memfasilitasi peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan manajemen pembangunan agar kesejahteraan masyarakat 

tumbuh sesuai dengan harapan dan tujuan pemekaran. Sisi positifnya, 

pemekaran wilayah dapat mengatasi masalah ketertinggalan daerah. Dengan 

pemekaran ini, daerah berpeluang besar untuk lebih menarik perhatian dan 

menghilangkan keterbelakangan dan keterbelakangan. 

Dunn dalam Novita (2015:162) memaparkan analisis munculnya 

kebijakan pemekaran daerah dengan bagian sebagai berikut: Pertama, 

perumusan masalah politik, dengan setiap langkah perumusan masalah 

membutuhkan kompetensi rasionalitas. Alasan bukan hanya tentang 

menemukan deskripsi formal yang memadai dari masalah menggunakan 

metode teknis, seperti model matematika. Namun yang lebih penting, ini 

adalah tentang menemukan deskripsi konseptual yang memadai tentang 

masalah tersebut, yang membutuhkan kesadaran diri dan perspektif kritis. 

Kedua, ini tentang mengubah kebijakan menjadi strategi dan alat pemecahan 

yang menghasilkan informasi tentang kemungkinan tindakan di masa depan. 

Juga memiliki konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok dan 

masyarakat secara keseluruhan. Perumusan kebijakan adalah tentang 

mengubah informasi tentang kebijakan (program) masa depan menjadi 

informasi tentang kebijakan yang akan menghasilkan hasil yang berharga.  

Subarsono (2005:3) berpendapat bahwa formulasi kebijakan 

merupakan uraian memberikan pilihan kebijakan yang paling unggul atas 

pilihan kebijakan lainnya. Oleh karena itu, proses pemilihan alternatif harus 
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didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan sehingga ada alasan untuk 

memilih atau menolak alternatif kebijakan. Dalam konteks ini, aspek rasional 

dari alternatif menjadi pertimbangan utama dalam memilih kebijakan/program 

alternatif. Tujuan pemekaran daerah pada hakekatnya bertujuan meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

dan sebagai alat pendidikan kewarganegaraan di tingkat lokal. Oleh karena itu, 

dalam pembentukan daerah, beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, serta aspek sosial politik, 

sosial budaya, pertahanan dan keamanan harus diperhatikan sebagai aspek 

penting. Kondisi yang memungkinkan daerah mewujudkan dan melaksanakan 

tujuan pembentukannya, berdasarkan otonomi daerah yang diberikan oleh 

pemerintah. 

Kelurahan merupakan organisasi pemerintahan terdekat serta 

berhubungan langsung dengan masyarakat. Lurah memimpin keberhasilan 

Pemerintahan Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat, 

dimana terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. 

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian dari wilayah 

kecamatan/kelurahan di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat 

kecamatan yang dijalankan oleh Lurah. Pembentukan pengaduan ditentukan 

oleh peraturan daerah (Nurcholis, 2010:525). Dari segi keilmuan, pelayanan 

publik dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling 

berhubungan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama melalui 
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penyelenggaraan, pengelolaan serta berbagai urusan pelayanan publik 

memenuhi kepentingan masyarakat (Mulyadi, 2015:1). 

Kota Bima salah satunya terbagi dalam 5 wilayah yaitu Kecamatan 

Asakota, Rasanae Barat, Mpunda, Raba dan Rasanae Timur, dengan 

keseluruhan awal jumlah yaitu terdapat 38 kelurahan. Sejak tahun 2020 terjadi 

pemekaran kelurahan dengan adanya peraturan daerah di Kecamatan Rasanae 

Timur yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemekaran No. 10 Tahun 

2017. Alasan adanya Kelurahan baru yaitu Kelurahan Oi Mbo terbentuk 

bertujuan memudahkan masyarakat guna memperoleh pelayanan umum. 

Kemudahan tersebut baik dari sarana jalan memperpendek waktu tempuh 

tidak terlalu jauh yang awalnya 5 Km menjadi hanya sekitar 2 Km dari 

ibukota kecamatan. Selain itu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih 

baik dari pada kelurahan sebelumnya dilihat dari jumlah SDM yang melayani. 

Berikut data pegawai kelurahan Oi Mbo.  

Tabel 1.1 Data SDM Pegawai Kelurahan Oi Mbo 

No  Nama Jabatan  Pendidikan  

1 Juraidin, S. Sos Kepala Kelurahan S1 

2 Abdul Gafur, SE Sekretaris Lurah S1 

3 Indar Komalasari, SE Kasie Pemerintahan S1 

4 Nurjanah, S. Sos Kasie Ekonomi S1 

5 Kar’an, S. Sos Kasie Pembangunan S1 

6 Abdul haris  Staff  SMA 

7 Emiyati Honorer SMA 

8 Muhammad Penjaga SMA 

9 Aryo Firmansyah, S. Pd Honorer S1 

10 Mia Jumiati Honorer SMA 

11 Ratnah  Honorer SMA 

12 Rahmah  Honorer SMA 

13 Yuyun Kusumawati, S. Kom Honorer S1 

14 Bayu budiansyah Honorer SMA 

15 Darmayani  Honorer SMA 
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16 Ade kurniawan, S. Pd Honorer S1 

17 Ramdoan Honorer SMA 

18 Yayu Kusumawati Honorer SMA 

19 Kalisom Honorer SMA 

20 Ayu  Honorer SMA 

Sumber: Kepegawaian Kelurahan Oi Mbo, 2021 

Tenaga administrasi pelayanan tersebut merupakan salah satu bentuk 

usaha pemerintah untuk perwujudan pelayanan publik dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Kelurahan Oi Mbo memiliki keleluasaan dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut hasil wawancara dengan Pak 

Abdul Gafur (Sekretaris Lurah Oi Mbo), evaluasi kebijakan pemekaran sangat 

memudahkan dalam dalam otonom anggaran pembangunan prasarana maupun 

sarana yang medukung penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan 

pelayanan bagi masyarakat. 

Selama implementasi penerapan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perangkat daerah telah mengalami perubahan. Kelurahan bukan lagi 

lembaga daerah melainkan lembaga kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bima. Disusul dengan Peraturan Walikota (Perwali) No. 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Peraturan Walikota Bima Tahun 2016 Nomor. 65 tentang kedudukan, 

struktur organisasi dan komitmen serta tanggung jawab serta alur kerja desa. 

Pejabat kepala Kelurahan adalah Lurah yang memiliki tugas pokok dan fungsi 

serta bertanggung jawab kepada Camat. Peran Lurah sebagai pejabat 

membantu camat dalam mengelola urusan administrasi, keuangan, dan 

pembangunan di wilayah Kelurahan. Oleh karena itu, pemberian pelayanan 
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kepada masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

pelaksanaan tugas pemerintahan, dimana pemerintah berusaha memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya dalam rangka tugas aparatur negara pada saat 

penyelenggaraan pemerintahan. pegawai negeri Secara khusus merujuk pada 

pelaksanaan tugas manajemen publik melalui pembentukan sistem manajemen 

dari level tertinggi (tingkat pusat) hingga level terendah untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara umum. 

Saat kunjungan ke kantor lurah Oi Mbo, pegawai banyak yang tidak 

berada di tempat saat jam kantor. Aspek lain terlihat pelayanan tidak terlalu 

sopan membuat masyarakat merasa kecil hati ketika meminta tolong layanan. 

Selain itu pengurusan administrasi masih memiliki kekurangan yaitu proses 

penandatanganan terkesan lambat serta pelayanan pendataan masyarakat 

miskin tidak pas pada sasaran.  

Melihat kendala pelayanan yang terjadi di Kelurahan Oi Mbo 

sebenarnya tidak dapat dibedakan dengan kinerja pejabat pemerintah. Efisiensi 

secara umum dapat dipahami sebagai kontribusi yang dilakukan pegawai 

terhadap kemajuan dan perkembangan lembaga tempatnya bekerja. Oleh 

karena itu efisiensi dipahami sebagai derajat pencapaian hasil, sehingga 

diketahui pencapaian tugas pekerjaan yang diberikan serta kewenangan dan 

optimalisasi hasil kerja berupa pelaksanaan secara maksimal (Mulyadi, 

2015:1).  

Tentunya jika kita melihat kembali pemerintahan Kelurah Oi Mbo 

sebelum dipecah khususnya dalam hal pelayanan publik terdapat perbedaan 
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yaitu bahwa Lurah Oi Mbo melakukan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat melalui sikap dan keberadaan Lurah yang ramah, mudah 

ditemukan oleh komunitas, sehingga proses pendaftaran tepat waktu. 

Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai hal-hal masih belum sesuai 

harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tentunya 

tindak lanjut dari perpanjangan pengaduan ini berdampak pada peningkatan 

pelayanan administrasi. Hasil wawancara awal dengan Sekretaris Kepala Desa 

Oi Mbo, Abdul Gafur, SE mengungkapkan bahwa pendekatan pelayanan yang 

dilakukan melalui penyuluhan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan 

dengan wilayah utama. Semakin luas cakupan wilayah pelayanan menjadi 

penyebab tidak efisiennya pelayanan ketersediaan pelayanan publik bagi 

masyarakat. Aparatur pelaksana yang relative kurang dalam proses 

pembangunan daerah baru masih terbatas sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Namun pada kenyataannya, dalam kondisi bidang kepegawaian, 

aparatur pemerintahan Kelurahha Oi Mbo menawarkan beberapa pelayanan 

diantaranya pelayanan administrasi, seperti pengurusan pengurusan 

pengurusan perkawinan dari berbagai instansi seperti pertanian dan perikanan 

memerlukan tanda tangan Lurah untuk menawarkan program bantuan. dari 

instansi terkait. Oleh karena itu, keberadaan Kantor Kelurahan Oi Mbo sangat 

bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam hal pelayanan administrasi. 

 Jika kita melihat kondisi pemerintahan Kelurahan saat ini, apa yang 

disebut dengan “Evaluasi” sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana 

Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga 
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harapannya output kerja oleh pelaksana layanan dapat memberikan dampak 

baik bagi kehidupan masyarakat kemudian dieanalisa dengan mencoba 

mengevaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan 

sejauh mana kinerja aparatur pemerintah Oi Mbo dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka 

penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul: 

“EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN TERHADAP 

KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA 

BIMA”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Kelurahan Oi 

Mbo dalam mencapai tujuan pelayanan publik di Kota Bima?  

2.  Apa sajakah faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan publik 

melalui kebijakan pemekaran Kelurahan Oi Mbo Kota Bima?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Guna mengetahui serta menganalisis hasil evaluasi kebijakan pemekaran 

wilayah  Kelurahan Oi Mbo Kota Bima.  

2. Guna mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

evaluasi kebijakan publik melalui kebijakan pemekaran Kelurahan Oi 

Mbo Kota Bima. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

Untuk manfaat akademik, penelitian ini bertujuan memperkaya 

khasana ilmu pengetahuan dalam bentuk referensi, informasi dan 

insentif yang berguna bagi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut.  

1.4.2 Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan informasi 

tentang peran pengelola pemerintah daerah dalam menjalankan 

tugasnya sebagai aktor dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

masyarakat di Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. 

1.4.3 Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk 

memperbaiki program terkait surat keteranagn tidak mampu dan kartu 

disabilitas guma mewujudkan pemerataan kinerja aparatur kelurahan 

Oi Mbo Kota Bima. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian berbagai referensi dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam referensi atau sumber 

kajian berupa, buku, tesis, disertasi dan jurnal yang masih berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan penelitian terdahulu 

dapat menjadi latar belakang pertimbangan penulis selama penyusunan tulisan 

skripsi ini. 

Penelitian terdahulu yang diginakan dalam penelitian ini mencakup 

kajian teoritis berasal dari jurnal maupun skripsi yang memeliti variabel yang 

sesuai dengan penelitian dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang 

menunjang tersebut terdiri dari: 

Dimas Ratu Tiemority dan Didik Gunawan Suharto (2021) mengkaji 

“Aspek Administratif dan Politik Kebijakan Pemekaran Desa Surakarta”. 

Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan kebijakan penyuluhan desa 

dan penelitian yang sama yaitu kualitas deskriptif dan perbedaan penelitian 

ini. mengkaji berbagai masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan 

pemekaran Kampung Semanggi di Kota Surakarta berhasil meyakinkan 

pemangku kepentingan tentang alasan pemekaran, termasuk meyakinkan 

masyarakat setempat untuk mendukung keberadaan kampung tersebut. 

Pedoman Pemekaran Desa Semanggi, Kota Surakarta. 
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Zarrah (2020) meneliti tentang “Evaluasi Pemekaran Wilayah Dan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues” Hasil kajian 

menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Gayo Lue dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan publik harus 

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam melayani 

warganya. Kesamaan dalam penelitian ini terkait dengan penilaian pemekaran 

wilayah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terkait dengan lokasi yang 

berbeda. 

Takwa (2019) meneliti tentang “Analisis Dampak Pemekaran Desa 

Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima”. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparatur desa tanah putih selalu 

memegang komitmen dalam suatukebijakan yang disepakati secara bersama 

masyarakat, Kepala Desa juga selalu mengotrol kinerja dari pegawai-

pegawainya supaya para pegawainya tidak lalai dalam tanggung jawabnya, 

guna untuk menjadikan aparatur Desa Tanah Putih yang berketerampilan. 

Persamaan penelitian yaitu menganalisis pelayanan publik akibat pemekaran 

desa.  

Riri Rezeki Hariani (2018) meneliti tentang “Evaluasi Kinerja Aparat 

Pemerintahan Kelurahan Dalam Pelayanan Publik” Persamaan dalam 

penelitian yang sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan 

perbedaan dalam penelitian ini melihat permasalahan yang berbeda. Hasil 

kajian menunjukkan bahwa efisiensi merupakan indikasi menunjukkan bentuk 

keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, program dan 



12 

 

 
 

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Temuan 

dalam penelitian ini menyatakan kinerja aparatur pemerintah Desa Kenangan 

Baru dalam meningkatkan pelayanan publik masih dikatakan kurang optimal. 

Eko Setiawan (2016) meneliti tentang “Evaluasi Kebijakan Pemekaran 

Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis evaluasi 

politik pemekaran daerah. Bedanya peneliti sebelumnya menggunakan 

penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti ini 

hanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Kayong Utara pada wilayah pelayanan kepada 

masyarakat pasca pemekaran semakin meningkat terutama jarak yang 

ditempuh masyarakat untuk memberikan pelayanan sehingga pembangunan 

semakin dekat dan akan lebih berpengalaman. dari segi perkembangan. 

Yani Wahdini (2015) meneliti tentang “Dukungan Dan Persepsi 

Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Rumbai Tahun 2014”. Persamaan 

dari penelitian ini yaitu sama-sama focus permasalahan terhadap pemekaran 

wilayah. Perbedaannya terletak pada metode menggunakan pendekatan 

Kualitatif dan Kuantitaif (Mix Methods). Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa rencana pemekaran  Rumbai masih kurang didukung oleh masyarakat 

karena tidak melihat dampak positif pemekaran yang menghasilkan  output 

mensejahterakan masyarakat yang ada. 
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Table 2.1 Penelitian terdahulu 

No 

Nama 

Penulis / 

Tahun 

Judul Hasil Penelitian 
Persamaan / 

Perbedaan 

1 Dimas Ratu 

Tiemority 

dan Didik 

Gunawan 

Suharto 

/2021 

Aspek 

Administrasi 

dan Politik 

dalam 

Kebijakan 

Pemekaran 

Kelurahan di 

Kota Surakarta 

Pelaksanaan kebijakan 

pemekaran di Kelurahan 

Semanggi Kota Surakarta 

telah berhasil meyakinkan 

stakeholder dalam 

menjalankan perannya, 

terkaitargumentasi 

dilakukannya pemekaran, 

termasuk pendekatan pada 

masyarakat setempat agar 

masyarakat ikut mendukung 

adanya kebijakan pemekaran 

Kelurahan di wilayah 

tersebut. 

Persamaan dalam 

penelitian yaitu 

meneliti kebijakan 

pemekaran kelurahan 

dan pendekatan 

penelitian yang sama 

yaitu deskriptif 

kualitatif sedangkan 

perbedaan dari 

penelitian ini meneliti 

permasalahan yang 

berbeda 

2 Zarrah / 

2020 

Evaluasi 

Pemekaran 

Wilayah Dan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Di 

Kabupaten 

Gayo Lues 

Peran pelayanan publik 

kepada masyarakat 

pemerintah Kabupaten Gayo 

Lues dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dari segi kualitas 

memerlukan sumberdaya 

dari aparat pemerintah 

ditingkatkan dalam melayani 

publik 

Persamaan penelitian 

ini membahas 

mengenai Evaluasi 

Pemekaran Wilayah 

sedangkan perbedaan 

dari penelitian ini 

meneliti di tempat yang 

berbeda 

3 Takwa / 

2019 

Analisis 

Dampak 

Pemekaran 

Desa Terhadap 

Pelayanan 

Publik Di Desa 

Tanah Putih 

Kecamatan 

Sape Kabupaten 

Bima 

Aparatur desa tanah putih 

selalu memegang komitmen 

dalam suatukebijakan yang 

disepakati secara bersama 

masyarakat, Kepala Desa 

juga selalu mengotrol 

kinerja dari pegawai-

pegawainya supaya para 

pegawainya tidak lalai 

dalam tanggung jawabnya, 

guna untuk menjadikan 

aparatur Desa Tanah Putih 

yang berketerampilan 

Persamaan penelitian 

yaitu menganalisis 

pelayanan publik akibat 

pemekaran desa 

sedangkan perbedaan 

dari penelitian ini 

meneliti di tempat yang 

berbeda 

4 Riri Rezeki 

Hariani / 

2018 

Evaluasi 

Kinerja Aparat 

Pemerintahan 

Kelurahan 

Dalam 

Pelayanan 

Publik 

Dalam melaksanakan 

kebijakan kinerja sebagai 

wujud dari kemampuan dan 

keberhasilan suatu 

organisasi, program serta 

kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan 

publik. Kelurahan Kenangan 

Baru dalam penelitian ini 

menganalisis kinerja Aparat  

Pemerintahan belum 

berjalan dengan baik dalam 

Persamaan dalam 

penelitian sama 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

sedangkan perbedaan 

dari penelitian ini 

meneliti permasalahan 

yang berbeda 
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meningkatkan Pelayanan 

Publik  di Kelurahan 

tersebut.  

5 Eko 

Setiawan / 

2016 

Evaluasi 

Kebijakan 

Pemekaran 

Desa Pampang 

Harapan 

Kecamatan 

Sukadana 

Kabupaten 

Kayong Utara 

Dalam bidang pelayanan 

kepada masyarakat, 

Pemekaran Desa Pampang 

Harapan Kecamatan 

Sukadana Kabupaten 

Kayong Utara setelah 

diadakan pemekaran telah 

mengalami peningkatan 

khususnya akses jalan 

memperpendek jarak tempuh 

masyarakat sehingga 

menjadi lebih dekat serta 

peningkatan kualitas dari 

aspek pembangunan 

Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu 

sama-sama 

menganalisis evaluasi 

kebijakan pemekaran 

wilayah perbedaanya 

peneliti terdahulu 

menggunakan jenis 

penelitian komparatif 

dengan pendekatan 

kualitatif sedangkan 

peneliti ini hanya 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

6 Yani 

Wahdini / 

2015 

Dukungan Dan 

Persepsi 

Masyarakat 

Terhadap 

Wacana 

Pemekaran 

Rumbai Tahun 

2014 

Masyarakat tidak meyakini 

rencana pemekaran  Rumbai 

sehingga masyarakat tidak 

mendukung karena merasa 

pemekaran nantinya hanya 

akan mensejahterakan 

masyarakat yang ada di 

Rumbai 

Persamaan dari 

penelitian ini yaitu 

sama-sama focus 

permasalahan terhadap 

pemekaran wilayah. 

Perbedaannya, 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan Kualitatif 

dan Kuantitaif (Mix 

Methods) 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa hampir semua peneliti ingin 

menganalisis dan mengetahui evaluasi kebijakan pemekaran daerah 

terhadap kinerja pelayanan publik. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa banyak 

daerah yang melakukan pemekaran wilayah untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. 

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu 

sama-sama ingin menganalisis apa yang membedakan lokasi penelitian ini. 

Perbedaan penelitian saya sebelumnya dengan penelitian saya 

adalah lokasi penelitiannya berbeda dan penelitian sebelumnya lebih fokus 

pada kehidupan masyarakat di wilayah tersebut karena adanya kebijakan 

pemekaran itu sendiri. Sementara penelitian saya lebih fokus pada evaluasi 



15 

 

 
 

penerapan kebijakan pemekaran daerah terhadap pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Evaluasi 

Evaluasi pada hakekatnya adalah suatu proses mengukur dan 

membandingkan hasil aktual kegiatan operasional dengan hasil yang 

seharusnya dicapai sesuai dengan tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. Bukan di PPnya. Menurut UU No. 39 Tahun 2006, 

pengertian evaluasi adalah serangkaian tindakan dimana pelaksanaan 

masukan, keluaran dan hasil dibandingkan dengan rencana dan standar. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Provinsi, tujuan pembentukan daerah pada hakekatnya 

adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial. 

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabari dan 

Abdul, evaluasi dipandang sebagai suatu proses penentuan hasil yang 

dicapai dalam suatu rangkaian kegiatan terencana yang mendukung 

tercapainya tujuan. Proses evaluasi itu sendiri adalah: 

Pertama, input digunakan sebagai masukan untuk membuat 

sistem bekerja. Evaluasi pada tahap awal program bertujuan untuk 

memastikan bahwa rencana yang dilaksanakan konsisten dengan 

masalah yang diidentifikasi. Kedua, proses (process) adalah proses 

yang perlu mengubah input menjadi hasil yang dirancang (output). 
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Tujuan dari evaluasi proses adalah untuk mengetahui apakah program 

berjalan sesuai dengan rencana semula. Keluaran ketiga adalah hasil 

dari proses evaluasi untuk menunjukkan apakah program 

mempengaruhi perilaku sesuai rencana. Output keempat adalah hasil 

dalam jangka waktu yang lama. Waktu Penilaian dampak memberikan 

gambaran umum atau informasi tentang mortalitas, perubahan penyakit 

dan produktivitas. 

Evaluasi memiliki beberapa fungsi kunci dalam analisis kebijakan; 

1. Bentuk Pertama dan terpenting, evaluasi memberikan informasi 

yang valid dan dapat dipercaya tentang tindakan politik, terutama 

tentang sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi 

oleh tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi menunjukkan 

seberapa jauh tujuan tertentu (misalnya meningkatkan kesehatan) 

dari tujuan tertentu. 

2. Kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai di balik pemilihan sasaran. Nilai-nilai dibuat jelas 

melalui definisi dan implementasi tujuan dan sasaran. Nilai juga 

dikritik secara sistematis dengan mempertanyakan kesesuaian 

tujuan dan sasaran dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. 

Ketika analis mempertanyakan kecukupan tujuan dan sasaran, dia 

dapat menguji alternatif. Sumber nilai dan dasarnya dalam berbagai 

bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, hukum, sosial, material). 
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3. Ketiga, evaluasi mendorong penggunaan metode analisis kebijakan 

lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi 

tentang kinerja kebijakan yang buruk dapat membantu 

merumuskan kembali masalah kebijakan, misalnya dengan 

menyarankan bahwa tujuan dan sasaran perlu didefinisikan ulang. 

2.2.2 Evaluasi Kebijakan Publik 

Menurut Anderson dalam Winarno (2016:3) Evaluasi atau 

evaluasi kebijakan secara umum dapat dianggap sebagai tindakan yang 

berkaitan dengan evaluasi atau evaluasi kebijakan, yang meliputi isi, 

implementasi, dan dampak implementasi. Dalam hal ini, 

penilaian/evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan operasional; 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada fase akhir, 

tetapi sepanjang proses politik, yaitu pada tahap perumusan masalah 

politik, tahap implementasi dan tahap hasil dan efek kebijakan. 

Penilaian kinerja/penilaian adalah proses yang digunakan oleh 

manajer untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa 

ahli lainnya juga mengemukakan pendapat yang berbeda, yaitu: 

Evaluasi karyawan adalah penilaian sistematis terhadap kinerja 

dan potensi karyawan untuk dikembangkan. Penilaian adalah proses 

menafsirkan atau menentukan nilai, kualitas atau status berbagai objek, 

orang atau barang (Mangkunegara, 2000:10). 
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Lester dan Stewar dalam Winarno, (2016:561) mengemukakan 

bahwa evaluasi/penilaian kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua 

tugas yang berbeda yaitu:  

1. Tugas pertama adalah menentukan konsekuensi dari suatu 

kebijakan dengan menjelaskan pengaruhnya. Tugas ini mengacu 

pada upaya untuk menentukan apakah program kebijakan publik 

mencapai tujuan dan hasil kebijakan yang diinginkan/diharapkan. 

2. Tugas lainnya adalah mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan 

suatu kebijakan dengan menggunakan standar atau kriteria yang 

diberikan. Tugas kedua ini adalah untuk menilai apakah kebijakan 

tersebut berhasil memberikan efek yang diinginkan atau tidak. 

Dari pandangan Anderson, Lester dan Steward dapat diketahui 

bahwa salah satu tujuan evaluasi/evaluasi kebijakan adalah menilai 

dampak implementasi kebijakan. Dengan kata lain, tujuan/sasaran 

evaluasi/evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan 

tersebut mempunyai dampak yang diinginkan/diharapkan atau tidak. 

2.2.3 Tahapan Evaluasi Kebijakan 

Menurut W. Dunn, istilah evaluasi memiliki arti yang mirip, 

masing-masing mengacu pada penerapan berbagai skala nilai terhadap 

hasil kebijakan dan program. Penilaian meliputi kesimpulan + 

penjelasan + kritik + koreksi dan perumusan kembali masalah. 

Edward A. Schuman mengusulkan enam langkah evaluasi politik, 

yaitu: 
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1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

2) Analisis masalah 

3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

4) Mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi 

5) Tentukan apakah perubahan yang diamati adalah hasil dari tindakan 

ini atau penyebab lain. 

Beberapa indikator untuk menentukan adanya efek. 

James Anderson membagi evaluasi politik menjadi tiga jenis :  

1) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. 

Menyangkut urgensi prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari 

kebijakan. 

2) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau 

program-program tertentu.  

3) Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–

program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya 

bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah 

dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam 

menjawab kebutuhan masyarakat. 

2.2.4 Pemekaran Wilayah 

Istilah “memuai” secara etimologis berasal dari kata “mekar”, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “memuai” berarti proses 

menjadi besar (melebar, luas, banyak, luas dll). Definisi "daerah". 

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
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Ruang, ruang yang merupakan kesatuan geografis dan segala unsur 

terkait berdasarkan batas dan sistem ditentukan berdasarkan sistem 

pengelolaan dan/atau pertimbangan operasional. Definisi Rustiadi et al. 

(2009) menunjukkan bahwa suatu kawasan adalah suatu kesatuan 

geografis dengan batas-batas yang jelas (khusus) dan komponen-

komponennya relevan untuk gambaran perencanaan pembangunan dan 

pengelolaan pembangunan. Pemekaran wilayah adalah pembagian 

provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua wilayah atau lebih (Banoet, 

2013:434).  

Berdasarkan hasil penelitian, Hasriani (2016) mengatakan 

bahwa pemekaran daerah adalahdengan cara membagi atau menaikkan 

status daerah yang dinilai berpotensi menjadi daerah otonom dan 

mampu. Dengan asumsi mengurus rumah tangganya sendiri.  

Kriteria penilaian pembangunan daerah didasarkan pada tujuan 

daerah itu sendiri menurut PP 129/2000. Pemekaran wilayah sendiri 

adalah pembagian provinsi, wilayah administratif, atau wilayah 

metropolitan menjadi lebih dari satu wilayah. Pasal 2 Bab II 

menyatakan bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara: 

- Peningkatan layanan perusahaan; 

- Mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi; 

- Mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah; 

- Untuk mempercepat pengelolaan peluang daerah; 
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- peningkatan keamanan dan ketertiban; 

- Meningkatkan hubungan harmonis antara pusat dan daerah. 

Pemekaran Dari perspektif politik pemerintahan pusat, 

pemekaran wilayah adalah penambahan wilayah baru (kota, provinsi, 

kabupaten atau kota). Ketika menambah daerah baru, pemerintah pusat 

harus menanggung beban, misalnya dengan menambah pengurus 

daerah dan semua struktur di bawahnya, yang membutuhkan biaya 

rutin bulanan dan tahunan (Frans, 2000). Pemerintah negara bagian 

berhak mengeluarkan perintah negara dan perintah lain untuk 

melaksanakan tugas-tugas otonom dan tambahan. Pemerintah daerah 

adalah bagian dari pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, 

gubernur atau walikota dan perangkat daerah . 

2.2.5 Tujuan Pemekaran Wilayah 

Widjoyokusumo (2011) mengatakan bahwa awal semangat 

pemekaran ini secara teoritis merupakan upaya mewujudkan 

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia serta 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang hidup. Ada dua penyebab 

meningkatnya fenomena pemekaran wilayah Indonesia, antara lain: 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan public 

Pendekatan pelayanan pemerintah negara bagian baru harus 

lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan daerah induk. 

Luasnya cakupan wilayah pelayanan ibu pertiwi menjadi penyebab 

tidak efisiennya pelayanan publik yang tersedia. Pelayanan publik 
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yang tersedia dalam proses perencanaan daerah baru yang lebih 

terbatas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Semakin pendeknya 

jarak dan rentang kendali antara birokrasi dan masyarakat 

mengakibatkan semakin intensifnya interaksi antara pemerintah 

dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik 

secara memadai. 2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi 

Diasumsikan bahwa melalui pemekaran daerah, pertumbuhan 

ekonomi daerah dapat dipercepat melalui pemanfaatan potensi 

daerah. Dengan berkembangnya daerah baru, kota memiliki 

peluang untuk memetakan berbagai peluang ekonomi daerah yang 

belum terdaftar. Pemekaran daerah juga memungkinkan terciptanya 

usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja baik dari 

sektor formal maupun informal. Penciptaan perusahaan baru 

diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

mendukung proses pemerataan dalam pembangunan. Selain 

pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan, yang terpenting 

juga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah 

diharapkan dapat mendekatkan amanah pelayanan birokrasi negara 

kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, sehingga 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Swaianewicz 

(pinjaman. Riani, 2012:3) menunjukkan bahwa pemerintah kecil 

yang lebih homogen cenderung lebih mudah menerapkan kebijakan 

yang memuaskan preferensi mayoritas rakyat. Berdasarkan 



23 

 

 
 

pengamatannya terhadap pemerintahan Eropa Timur, struktur dan 

ukuran pemerintahan yang lebih kecil dapat mendorong masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam kesejahteraan. Selain itu, pemerintahan 

yang lebih kecil memiliki birokrasi yang kecil, sehingga fungsi 

administrasi berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan 

pelayanan publik sesuai dengan harapannya. Widjoyokusumo 

(2011) mengatakan bahwa awal semangat pemekaran ini secara 

teoritis merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan 

dan kesejahteraan manusia serta terwujudnya masyarakat Indonesia 

yang hidup. Ada dua penyebab meningkatnya fenomena pemekaran 

wilayah Indonesia, antara lain: 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan public 

Pendekatan pelayanan pemerintah negara bagian baru 

harus lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan daerah 

induk. Luasnya cakupan wilayah pelayanan ibu pertiwi menjadi 

penyebab tidak efisiennya pelayanan publik yang tersedia. 

Pelayanan publik yang tersedia dalam proses perencanaan 

daerah baru yang lebih terbatas disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah. Semakin pendeknya jarak dan rentang kendali antara 

birokrasi dan masyarakat mengakibatkan semakin intensifnya 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan publik secara memadai. 
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2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi 

Diasumsikan bahwa melalui pemekaran daerah, 

pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipercepat melalui 

pemanfaatan potensi daerah. Dengan berkembangnya daerah 

baru, kota memiliki peluang untuk memetakan berbagai 

peluang ekonomi daerah yang belum terdaftar. Pemekaran 

daerah juga memungkinkan terciptanya usaha-usaha baru yang 

dapat menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun 

informal. Penciptaan perusahaan baru diharapkan dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung proses 

pemerataan dalam pembangunan. Selain pembangunan daerah 

dan peningkatan pendapatan, yang terpenting juga adalah 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diharapkan 

dapat mendekatkan amanah pelayanan birokrasi negara kepada 

masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, sehingga 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Swaianewicz (pinjaman. Riani, 2012:3) menunjukkan bahwa 

pemerintah kecil yang lebih homogen cenderung lebih mudah 

menerapkan kebijakan yang memuaskan preferensi mayoritas 

rakyat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pemerintahan 

Eropa Timur, struktur dan ukuran pemerintahan yang lebih 

kecil dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kesejahteraan. Selain itu, pemerintahan yang lebih kecil 
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memiliki birokrasi yang kecil, sehingga fungsi administrasi 

berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan 

publik sesuai dengan harapannya.. 

Pada dasarnya tujuan pemekaran daerah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan publik (UU No. 22 Tahun 1999). Sistem birokrasi 

yang lebih kecil diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya 

kehidupan demokrasi, sehingga masyarakat bersama 

pemerintah daerah dapat berpartisipasi dalam usahanya 

membangun perekonomian daerah dan mengelola potensi 

daerah. Selain itu, pemekaran daerah diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan hubungan yang 

serasi antara pusat dan daerah. 

2.2.6 Kelurahan 

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan 

adalah satuan kecamatan yang dikepalai oleh seorang kepala 

kelurahan. Pembentukan pengaduan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Lurah diangkat oleh Kepala Negara/Walikota atas usul Camat 

pejabat yang memenuhi persyaratan. Lurah menerima sebagian 

kekuasaan pemerintahan dari kepala negara/walikota. Selain tugas 



26 

 

 
 

berdasarkan tugas direktur/perwakilan walikota, Lurahi bertugas 

mengawasi kegiatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, 

pengabdian kepada masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman 

masyarakat, serta memelihara prasarana dan pelayanan 

penyelenggaraan kemasyarakatan. Dalam memenuhi kewajibannya, 

Lurah bertanggung jawab kepada gubernur/walikota melalui Camat. 

Menurut Pasal 23(3) Keputusan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan pejabat daerah untuk 

jabatan Lurah dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan pemerintah pusat/kota masing-masing. Kelurahan 

adalah kawasan multi-permukiman yang melaporkan organisasi 

administrasi terendah langsung kepada kamat dan tidak berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dan peraturan pelaksanaannya Republik Indonesia, terdapat Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang desa. Pasal 

1(5) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Kelurahan adalah 

wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kabupaten/Kota dalam wilayah 

kerja Kecamatan. Pengurus Kelurahan terdiri atas Kepala Kelurahan 

dan para pejabat Keluhan yang membantu pelaksanaan tugas pengurus.  

Berdasarkan uraian di atas, Kelurahan merupakan bagian 

paling bawah dari organisasi Camat dan dipimpin oleh seorang kepala 



27 

 

 
 

Kelurah yang bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan memegang 

posisi yang sangat penting bagi negara : 

1) Sebagai pengetahuan, informasi, tenaga penggerak, kepemimpinan 

dan kontrol; 

2) Sebagai benteng terakhir pengamalan Pancasila. 

3) Sebagai pusat penumbuhan dan peningkatan semangat gotong 

royong dalam segala bidang kehidupan dan kehidupan 

4) Mendorong partisipasi masyarakat di segala bidang 

5) Meningkatkan ketertiban dan persatuan nasional untuk 

mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional . 

2.2.7 Kinerja  

Kinerja atau prestasi adalah catatan hasil yang dicapai dalam 

tugas atau kegiatan kerja tertentu selama periode waktu tertentu (Ruky 

dalam Diah, 2014). Kinerja suatu organisasi merupakan respon atas 

berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Supervisor atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali situasinya 

benar-benar buruk atau terjadi kesalahan. Terlalu sering manajer tidak 

mengetahui berapa banyak penurunan kinerja, membuat 

perusahaan/lembaga berada dalam masalah besar. Kesan organisasi 

yang buruk mengarah pada tanda-tanda peringatan kinerja yang buruk 

dan mengabaikannya. Kinerja merupakan ekspresi kerja staf dan 

organisasi. Penampilan kerja tidak hanya terbatas pada orang yang 
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bekerja pada jabatan fungsional atau struktural, tetapi juga pada staf 

seluruh organisasi (Lyas en Diah, 2014).  

Kinerja adalah gambaran tingkat pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi 

dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi. 

Istilah prestasi sering digunakan untuk menggambarkan prestasi atau 

tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu  (Mahsum dalam 

Mulyadi, 2015) 

2.2.8 Pelayanan publik 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi 

penting dari mesin pemerintahan dan pada hakekatnya sangat luas 

karena melibatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dengan 

kepentingan dan kebutuhan yang sangat berbeda. Menurut Mahmud 

(2010), semua kegiatan pelayanan penyelenggara pelayanan publik 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan 

peraturan hukum dianggap sebagai pelayanan publik. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai penyediaan 

(melayani) kebutuhan orang atau masyarakat yang berkepentingan 

dengan organisasi menurut prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan 

(Joko dalam Sadhana, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
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penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh masyarakat. penyedia layanan. 

Pelayanan pemerintah sama dengan apa yang diinginkan 

masyarakat dan apa yang disediakan pemerintah. Jadi jika masyarakat 

menginginkan layanan ini murah, cepat diproses dan berkualitas, maka 

pemerintah tidak boleh memberikan izin yang berbeda seperti SIM, 

KTP, IMB atau akte kelahiran yang mahal, profesionalisme yang tidak 

lengkap dan kualitas yang buruk. 

Meskipun istilah publik berasal dari bahasa Inggris (public), di 

Indonesia terdapat beberapa pengertian dengan arti yang berbeda yaitu 

public, society dan state. Kita dapat menemukan masyarakat pada 

umumnya, atau masyarakat dalam pengertian penawaran umum, milik 

umum dan pelayanan umum, hubungan masyarakat, pelayanan umum, 

kepentingan umum (kepentingan umum), dan lain-lain. 

Dari perspektif pemerintah, ini termasuk otoritas publik (badan 

pemerintah), gedung publik (gedung pemerintah), pendapatan publik 

(pendapatan pemerintah) dan sektor publik (sektor pemerintah). Dalam 

hal ini pelayanan publik dipahami sebagai istilah publik yang lebih 

sesuai dengan pengertian masyarakat atau masyarakat umum. Namun, 

pemahaman umum terkait pelayanan publik tidak sepenuhnya sejalan 

dengan pemahaman masyarakat . 
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2.2.9 Kinerja Pelayanan Publik  

Sebagai pelayanan publik, keuntungan mencakup segala 

sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta, karena 

masyarakat pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri kecuali secara kolektif untuk menjamin kesejahteraan sosial 

masyarakat secara keseluruhan (Lonsdake dalam Sadhana, 2010). 

Prinsip-prinsip Manajemen Pelayanan Publik pada hakekatnya 

merupakan implementasi dari Prinsip-Prinsip Inti yang menjadi 

pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan manajemen 

penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan 

MENPAN No. 81 Tahun 1993, maka pengelolaan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Kesederhanaan ini berarti bahwa orang yang meminta 

layanan dapat dengan mudah melakukan pemeliharaan. Prinsip 

kesederhanaan umumnya lebih menekankan pada aspek prosedural 

penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk persyaratan dan 

rekayasa operasional. Ketika menyusun kebijakan atau kesepakatan 

untuk prosedur penyampaian layanan publik, ini harus dirumuskan 

atau diatur dalam urutan atau mekanisme alur kerja yang 

sederhana, yaitu. H. tidak banyak simpul/tabel atau petugas/tugas 

yang terlibat yang tidak terkait dengan tugas pokok. bertindak 
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dalam proses pelayanan. Namun kesederhanaan prosedur ini, tanpa 

mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas atau legitimasi dari 

hasil penyelenggaraan pelayanan itu sendiri. 

2. Kejelasan dan kepastian 

Asas kejelasan dan kepastian dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik menekankan pada: 

- Dalam hal prosedur penyediaan layanan, alur kerja harus 

diperhatikan, yaitu H. harus diperhatikan bahwa hal ini 

dijelaskan dengan jelas dan aman dalam bentuk bagan alur, dan 

informasi tentang layanan yang akan didukung (misalnya nama 

loket/meja/petugas) juga harus lengkap dan tidak ambigu 

sesuai dengan tugasnya. 

- Urutan pemrosesan atau diagram alir layanan dan nama loket 

dan karyawan masing-masing perusahaan harus 

divisualisasikan, dipublikasikan secara terbuka dan jelas. 3. 

Kenyamanan 

Prinsip ini mengatur bahwa dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan harus tercipta kondisi dan mutu dengan memperhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Aman dalam arti proses penyelenggaraan pelayanan maupun 

kualitas produk pelayanan publik dapat menimbulkan rasa 

aman bagi masyarakat, 
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2. Nyaman dalam arti terciptanya kondisi dan kualitas proses 

penyelenggaraan pelayanan,  

3. Rapihnya, bahwa dalam proses pemberian pelayanan harus 

dimungkinkan terciptanya pelaksanaan yang bersih, 

berwawasan prosedural, urutan pemberian pelayanan rutin 

tidak amburadul sesuai tahapan penyesuaian kerja. 

4. Transparansi 

Prinsip pembukaan pelayanan adalah memberikan 

informasi secara terbuka kepada masyarakat (pemohon) tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan. Oleh karena itu, asas ini harus bertujuan untuk: (1) 

menginformasikan secara terbuka tentang alat pelayanan, (2) 

menyediakan alat media (seperti: papan buletin, papan 

informasi, saran, dll.), (3) Organisasi program konsultasi untuk 

lokasi. 

5. Efektif 

Obat yang efektif ini; (1) Persyaratan layanan dibatasi 

hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian 

tujuan layanan, dengan memperhatikan keterpaduan antara 

persyaratan dan produk layanan yang ditawarkan. (2) Dicegah 

terjadinya pengulangan pemenuhan persyaratan terkait proses 

kepegawaian yang bersangkutan. 
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6. Keuangan 

Asas ini mensyaratkan pemberian pelayanan selengkap 

mungkin, merata, dan berlaku adil pada semua lapisan 

masyarakat. Prinsip ini mensyaratkan bahwa biaya untuk 

penyediaan layanan harus ditentukan secara adil. Pelayanan 

publik harus mengadopsi prinsip ekonomi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pemekaran Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam menjalankan 

tugas pemerintahan. Dengan pemekaran Kelurahan, diharapkan koordinasi 

menjadi lebih mudah. Pemekaran Kelurahan ini tentunya menjadi ujung 

tombak pengabdian masyarakat. Sebab, pengaduan merupakan penghubung 

antara kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas. Fungsi 

koordinasi dan pembinaan RW dan RT menjadi tanggung jawab Kelurahan. 

Yang lebih penting adalah mengembangkan lembaga desa lebih lanjut. Selain 

itu, masyarakat semakin mengkritisi buruknya kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah, yang dapat menimbulkan citra kurang baik dari 

aparatur pemerintah itu sendiri. 

Carl Fredrick, dalam Abdulwahab (2009), mendefinisikan kebijakan 

pemerintah dalam lingkungan tertentu dan menunjukkan hambatan dan 

peluang untuk menerapkan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam Agustino (2006), Anderson mendefinisikan politik sebagai 

rangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, ditujukan dan dilaksanakan oleh 
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seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah 

tertentu. Jenkis (dalam Abdulwahab, 2009), berpendapat bahwa politik adalah 

rangkaian keputusan dan tindakan. 

Biasanya, pembentukan daerah otonom baru dapat dilakukan oleh 

pemerintah, misalnya dengan membagi daerah otonom. Hal ini secara tegas 

tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 No. 23. 

Dalam kehidupan pemerintahan di satu sisi tuntutan kebutuhan masyarakat 

diharapkan semakin berkembang dan kompleks, sedangkan di sisi lain 

kebutuhan Kegiatan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat harus dianggap 

kurang optimal karena berbagai permasalahan. Alasan, serta alasan lokal, 

alasan keterbatasan sumber daya dan teknik pengelolaan, dll. Inti dari 

pemekaran daerah adalah keinginan untuk membawa perubahan yang lebih 

baik melalui otonomi. Dari uraian tersebut, flowchart dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kebijakan Pemekaran menurut 

(Widjoyokusumo, 2011) 

1. Tujuan  

2. Fungsi kebijakan 

3. Dampak bagi masyarakat 

 

 

Pelayanan Publik: 

Menurut Sadhana (2010) 

1. Kinerja  

2. Faktor Pelayanan publik 

 

Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan  menurut 

(Arikunto, 2022) 
1. Input  

2. Proses 
3. Hasil 

4. Dampak  

 

Kelurahan Oi Mbo 
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2.4 Definisi Konseptual dan Operasional 

Konsep definisi konseptual dan definisi operasional diperlukan untuk 

memudahkan peneliti melakukan penelitian. Definisi konsep dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. 

2.4.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah objek penelitian yang menjelaskan 

karakteristik masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memahami 

teori-teori sebelumnya dan memudahkan interpretasinya, perlu 

dipastikan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan isi kerangka teori peneliti. Definisi konseptual dari setiap 

variabel dapat direpresentasikan sebagai berikut: 

A. Pertimbangan 

Winarno (2016) dapat dikatakan secara umum bahwa 

evaluasi atau evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut 

evaluasi atau evaluasi kebijakan dan mencakup isi, implementasi 

dan dampak dari implementasi kebijakan. 

B. Kebijakan Ekspansionis 

Widjoyokusumo (2011) mengatakan bahwa awal semangat 

pemekaran ini secara teoritis merupakan upaya mewujudkan 

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia serta 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang hidup. 
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C. Pelayanan Publik 

Mahmudi (2010) mendefinisikan pelayanan publik sebagai 

segala kegiatan pelayanan penyelenggara pelayanan publik yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan 

peraturan perundang-undangan. 

D. Kinerja Pelayanan Publik 

Penyediaan pelayanan publik mencakup segala sesuatu 

yang disediakan oleh pemerintah atau swasta, karena masyarakat 

pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri 

kecuali secara kolektif untuk menjamin kesejahteraan sosial 

masyarakat secara keseluruhan.  (Lonsdake dalam Sadhana, 2010). 

2.4.2 Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah 

penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu 

penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu 

variabel yang akan diteliti. 

a. Evaluasi Kebijakan 

1. Kebijakan Pemekaran:  

a) Tujuan 

b) Fungsi kebijakan 

c) Dampak bagi masyarakat 
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2. Pelayanan Publik 

a) Kinerja 

b) Faktor pelaksanaan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif ini sering disebut dengan metode 

penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang 

alamiah. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih 

sering digunakan dalam penelitian. Dalam bidang antropologi budaya kita 

berbicara tentang metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan 

analisisnya bersifat deskriptif (Sugiyono, 2015 1-2). 

Metode pendekatan kualitatif mencapai pemahaman dan interpretasi 

yang mendalam tentang makna, realitas dan fakta yang relevan. Dalam hal 

ini, untuk menyatakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat 

deskriptif, maka data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan 

angka-angka (Moleong, 2012). 

Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang dikaji dengan menggambarkan atau menggambarkan keadaan 

objek/obyek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Kali ini 

dan selanjutnya, coba tawarkan solusi untuk masalah tersebut. Ciri-ciri umum 

dari metode deskriptif adalah untuk menarik perhatian pada masalah yang ada 

atau nyata selama investigasi dan untuk menggambarkan fakta dari masalah 
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yang sedang diselidiki seperti itu, bersama dengan interpretasi rasional 

(Widi,2010:84). 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai EVALUASI 

KEBIJAKAN PEMEKARAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN 

PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA TAHUN 2020 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian 

yaitu pada Kantor Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. Waktu penelitian 

dilaksanakan bulan desember 2022 disesuaikan dengan data yang dibutuh 

peneliti tercukupi. 

3.3 Pemilihan Narasumber atau Responden 

Data penelitian diperoleh menggunakan informan source sebagai 

sumber data dengan melakukan wawancara yang mendalam (indepth 

interview). Informan yang dimaksud yaitu objek utama dalam sebuah 

penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Table 3.1 Narasumber 

No  Jabatan Jumlah 

1 Kepala Kelurahan  1 Orang 

2 Sekretaris Lurah 1 Orang 

3 Aparat Kelurahan 4 Orang 

4 Tokoh Ketua RW, RT, Karang Taruna  5 Orang 

5 Masyarakat 10 Orang 

Jumlah 21 Orang 

Sumber: data primer diolah peneliti 
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3.4 Sumber dan Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada 

permasalahan dan tujuan penelitian dan terbagi menjadi dua jenis data yaitu:  

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui 

observasi dan Wawancara dengan Kepala Kelurahan Oi Mbo Kota 

Bima, Staf, serta masyarakat dan unsur informan yang dapat 

memberikan keterangan yang terkait dalam penelitian.  

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini di peroleh dari buku-

buku,dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun 

dari luar yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.  

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 

Karya ilmiah membutuhkan kesempatan untuk menemukan dan 

merasakan lebih dalam fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di 

masyarakat. Dengan demikian, kebenaran karya ilmiah dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Untuk mendapatkan data yang diharapkan, penulis 

kemudian melakukan pengumpulan data berupa: 

3.5.1 Tekhnik Observasi 

Insntumen yang dimaksud ini digunakan didalam 

pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan 

langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara 
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langsung tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai kebijakan 

pemekaran kelurahan Oi Mbo Kota Bima. 

3.5.2 Tekhnik Interview (Wawancara) 

Wawancara dalam hal ini merupakan percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilalmkan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

3.5.3 Tekhnik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dimaksud mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2006: 

231). 

 

3.6 Tekhnik Analisa Data 

Teknik analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses 

pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono 

(2012) Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. 

Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas . 
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3.6.2 Tampilan Data 

Pada penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat 

tentang hal-hal yang akan diteliti. 

3.6.3 Gambar Kesimpulan 

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. 

Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas. 

 


